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	Provinsi
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Terkait Banyaknya
Hutang Pemkab
Terhadap Jaminan

Kesehatan
PARIMO - Setiap tahun
Kabupaten Parimo terus ber-
hutang berkaitan dengan ja-
minan kesehatan. Salah sa-
tunya adalah beban hu-
tang yang diakibatkan biaya
Jamkesmas di setiap tahun-
* nya. Padahal, kurang lebih
ratusan ribu masyarakat su-
dah ditanggung oleh Kartu
Indonesia Sehat (KIS).
Terkait dengan masalah
tersebut  pihak  Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) diminta
untuk melakukan evaluasi.
Kepala BKD Parimo, Adrudin
vang dikonfirmasi terkait
dengan persoalan itu men-
gaku masih menunggu da-
ta dari Dinas Sosial (Dinsos)
Parimo yang sementara

Adrudin Nur

melakukan verivikasi dan
validasi warga miskin.
Karena menurut Adrudin,
sebelumnya telah dilakukan
rapat dengan pihak terkait
membahas soal hal terse-
but. Mengenai data miskin,
regulasi yang mengatur mel-
akukan data miskin itu ada-
lah dinas sosial. Sementara
pihak Bapeda, dalam hal
ini Bappeda tetap mengacu
pada data Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K).

“Yang melakukan verivalid
itu dinas sosial. Saat ini mere-
ka sementara melakukan itu.
Bappeda menunggu data itu
dan kita sudah sepakat den-
gan kesehatan. Bappeda siap
back up pembiayaannya,”
ujar Adrudin.

Sedangkan terkait dengan
Jamkesda, pihak Bappeda
menunggu hasil audit dari
BPKP. Sebab dalam hal ini,
dibutuhkan kejelasan da-
ta, Jangan sampai nantinya
ketika dibayarkan menjadi
temuan karena tidak jelas
datanya. “Makanya kema-
rin saya sangat butuh data
jelas, siapa orangnya, tem-
pat tinggalnya dimana ting-
gal dimana sehingga begi-
tu dibayar tepat sasaran,”.
ungkapnya.

Sekadar diketahui, kare-
na banyaknya hutang di bi-
dang kesehatan, Komisi IV
DPRD Parimo memanggil
Dinas Kesehatan (Dinkes)
Parimo. akan dibayarkan di
ABT Parimo. (iwn)




